
BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

ERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGA,IV DII{AS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN CIANJUR

DENGA}I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT'I CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentuka"n dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Keda Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Keg'a dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201,4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 9a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20i6 tentang
Perangkat Daerah (Lem.baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A16 Nomor lL4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

: 1.
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Ketenagakery'aan Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor laaOj;
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (l.embaran
Daerah K.abupaten Cianjur Tahun 2A16 Nomor 2016);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi, Serta Tata . Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. selcretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Cianjur.

6. Kepala adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr.asi
Kabupaten Cianjur.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur.

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Keda dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

9. Kepala Subbagian adaiah Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Tenaga Keq'a dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala seksi pada Bidang di Lingkungan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

1 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unit kerja pada Dinas Daeratr yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

4.

5.
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12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, rrsewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas rrierupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagran Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3
Dinas mernpunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang tenaga keda, dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan keb{jakan Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang tenaga kerja, dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang
tenaga keda, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
a. Unsur pimpinan adalah Kepala;
b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;
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c. unsur pelaksana adalah Kepatra Bidang, Kepala subbagian,
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5
Susunan Organisasi Dinas terdiri d.ari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan:

b. 1. Subbaglan Perencanaan;
b.2. Subbagian Keuangan;
b.3. Subbaglan Umurn dan Kepegawaiarr;

c. Bidang Kelembagaan, Pelatihan Pro<luktivitas dan Transmigrasi,
membawahkan:
c. 1. Seksi Kelembagaan;
c.2. seksi Penyelenggaraan pelatihan dan produklivitas;
c.3. Seksi Transmigrasi;

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan pengembangan perluasan
Kesempatan Kerja, membawahkan:
d.1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
d.2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
d.3. seksi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja;

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja,
membawahkan:
e. L. seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
e.2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e.3. Seksi Persyaratan Kerja;

f. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 6

(1) Kepala mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan dibidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala berfungsi:
a. penyusunan dan penetapan rencana strategis (Rensfra), rencana

kerja tahunan {RKT), dokumen pelaksanaan anggaran (DpA) dan
dokumen pelaksanaan peruballan anggaran (DppAi Dinas;

b. penyusunan dan penetapan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP), la.poran keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ), dan laporan penyelenggaraan pemerintah oaeiah lr,rroy;
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c. perumusan keb{jakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dibidang tenaga ker;'a, dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi.

d. penyelenggaraarl urusan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi;

e. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusa-n tata usaha, barang milik daerah/negara,
rumah tangga, dan penatausahaan Dinas;

f. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, dan urusan
pemerintahan bidan g transmigrasi;

g. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap
pengelolaan UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan
program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris berfungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana arlggaran Sekretariat;
b. pengkoordinasian dan penyusunarl rencana strategis, program

serta kegiatan dan anggaran Dinas;
c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

umum pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi;

d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian
penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan
administrasi keuangan ;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-und angan ;

g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

i. pelaksanaan fasilitasi pen.ilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas;
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j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiata.n Sekretariat; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(a) Datam menyampaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

S ekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian..

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan
Pasal 8

(1) Subbagnn Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
penyusunan prograrn dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Subbagian Perencanaan berfungsi:
a. pen5rusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. penyiapan dan pen.yusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
c. penyiapan dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA),

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran (DPPA) Dinas;

d. penyiapan dan penyusunarl penetapan kinerja (Tapkin);
e. penyiapan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ), laporan. penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
sebagai bahan pertanggungiawaban kegiatan Dinas;

f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
g. pelaksanaan fasilitasi pengukuran survey kepuasan masyarakat

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

h. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
peLaksanaan tugas barvahan secara berkala di lingkungan
Subbag Perencanaan;

k. pelaksanaan evaluasi , dan pelaporan kegiatan
Subbag Perencanaan;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 9
(1) subbagian Keuangan dipirnpin oreh seorang Kepala subbagran.
(2) Kepala subba.gian sebagatunana dimaksud pada ayat (l) mempunyai

tugas membantu sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(3) untuk menyelenggarakan tr,lgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Keuangan berfungsi:
a. perrJrusunart rencana kegiatan Subba'gran Keuangan;
b. penyiapan bahan dan pen5rusunan rencana anggaran pendapatan

dan belaqia tidak langsung serta belanja langsung;
c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan

anggaran belaqja tidak langsung dan belanja langsung;
d. pelaksanaan perljrusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan

daerah serta pembayarannya;
e. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

f. pelaksanaan penelitialr kelengfta"pan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri
Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

g. penghimpunarl dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat
Keputusan Kepala Dinas tentang pengang!<atan pejabat pelaksana
teloeis kegiatan PFyTK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK)
dan pembantu bendahara;

h. perrJrusunan dau penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

i. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. penyusunan. rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta
inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawatran seca.ra berkala di lingkungan
Subbag Keuangan;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Keuangan;

m. pelaksanaan tugas lredinasari lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragrai 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan
Kepala Subbagian.

Pasal 10

Kepegawaian dipimpin oleh seorang

{2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan
pengelolaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan
ekspedisi, pengeiolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil
negara.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Urnum dan Kepegawaian berfungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan

protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis
unit kerja;

c. pelaksanaan penguulpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan / pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional ;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belqiar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil,
daftar urrrt kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul
kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai,
kenaikan gaji berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi
kepegawaian;

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor
di lingkunga.n Dinas;

h. penyiapan bahan rallcangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan pertrndang-undangan ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokumentasi Dinas;

j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi keda di lingkungan Dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tr.lgas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Umum dan Kepegawaian;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan
Kepegawaiani dan l

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(s)
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Bagran Ketiga
Bidang Kelembagaan, Peiatihan Produktivitas dan Transmigrasi

Pasal 11

Bidang Kelernbagaan, Pelatihan Produldivitas dan Transmigrasi
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (t) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan telcris, program dan kegiatan pembin.aan
kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta
pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan
transmigrasi.
Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (21,
Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi
berfungsi:
a. penyusunan program ke{a dan rencana anggaran Bidang

Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis di bidang pembinaan kelernbagaan, penyelenggaraarl
pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran,
pengiriman dan monitoring kegiatan tran.smigrasi;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pembinaan kelembagaan,
penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan
pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan
produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan
monitoring kegratan transmigrasi ;

e. pelaksanaan pelayanan perizinan pembinaan kelembagaan,
penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan
pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang pembinaan
kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta
pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan
transmigrasi;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan fi-lngsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi
membawahkan:
a. Seksi Kelembagaan; t
b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas;
c. Seksi Tlansmigrasi.
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Paragraf 1

Seksi Kelembagaan
Pasal t2

(1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan keeiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan telcris kelembagaan pelatihan kerja.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Kelembagaa.n berfungsi:
a. pen)msunan rencana kegiataa Seksi Kelembagaan;
b. penylapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan

kelembagaan pelatihan kerja;
c. penJrusunan bahan penyelenggaraan pelatihan ke{a bagi lembaga

meliputi: analisis kebutuhan pelatihan, pen5rusunan rencana dan
program pelatihan, pendaftaran peserta pelatihan, seleksi peserta
pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;

d. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
lembaga pelatihan kerja;

e. penyiapan bahan sertifikasi kompetensi dan alaeditasi lembaga
pelatihan kerja swasta;

f. penJmsunan dan pencetakan bahan-bahan informasi antara lain
berupa buku, majalah, booklet, lea-flet atau konsultasi langsung;

g. menghimpun, mengolah dan nnenganalisa data serta penyajian
data kegiatan pembinaan kelemhagaan pelatihan kerja;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerJa
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Kelembagaan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral2
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 13

(1) Seksi PenyelenggaraEln Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh
seorEmg Kepala $eksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam nnemimpin penyiapan bahan
perumusan t<eti;atcan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas-

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2\,
Kepala Sekii Penyelenggaraan Petatihan dan Produktivitas berfungsi:

a, penyusuna;r rencafla kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
dan Produktivitas;

b. penyrapan bahan p"r..*rr*al, kebijakan teknis penyelenggaraan
pelatihan dan produktivitas;
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c. penyusunan dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan
produktivitas;

d. penyiapan bahan pernbinaan layanan informasi pelatihan dan
produktilitas tenaga kerja;

e. penyusunan bahan peningkatan produktifitas kerja, dan
petraksanaan pemagangan dalam negeri;

f. pelaksanaan prose$ pengesahan kontrak/perjanjian pemagarlgan
dalam negeri;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait
bidang tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas;

h. penghimpunan, pengolahan, analisa penyajian data pelaksanaan
kegi4tan penyelengga"raan pelatihan dan produktivitas;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Transmigrasi

Pasal 14

(1) Seksi T?ansmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebdakan telcris, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pendaftaran, pemberangkatan dan penyerahan serta
penempatan calon transmigrasi ke lokasi tujuan transmigrasi.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Transmigrasi berfungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Transmigrasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan

pendaftaran, pemberangkatan dan penyerahan serta penempatan
calon transmigrasi ke lokasi tujuan transmigrasi;

c. pen)rusunan rencana pemilihan dan penetapan daerah dan
kelompok sasaran perpindahan transmigrasi di Kabupaten;

d. penyusunan konsep pelaksanaan kerja sarna antar daerah bidang
ketransmigrasian;

e. pelaksanaan pendaftzu'an, pemeriksaan, penjajagan dan seleksi
calon transmigran sesuai sasaran lokasi transmigran yang telah
ditetapkan;

f. pelaksanaan penyuluhan dan pembekalatr teloris/pelatihan calon
transmigran dalam rangka meningkatkan kompetensi calon
transmigran;

g. pelaksanaan pemberangkatan, fasilitasi penampungan dan
penyerahan calon transmigpan ke lokasi transmigrasi di Daerah
penempatan bersama-sanrta dengan Provinsi;



(1)

l2

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan transmigrasi;

i. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait bidang tugas
Seksi Transmigrasi;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Transmigrasi;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Transmigrasi;
dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
fenata Bida.ng sesu.ai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penempatan Tenaga Keda dan

Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 15

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan
Kesempatan Keda dipimpin oieh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebiiakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan pengembangan
perluasan kesempatan kerja.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja berfungsi:
a. penyusunan program keda dan rencana anggaran Bidang

Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan
Kesempatan Kerja;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan
perluasan kesernpatan kerja;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan
kesempatan kerja;

d. penyiapan dan penyAiian data dan informasi mengenai potensi
serba permasalahan di bidang penempatan tenaga kerja dan
pengembangan perluasan kesempatan kerja;

e. pelaksanaan penernpatan tenaga kerja dan pengembangan
perluasan kesempatan kerja;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang penempatan
tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tr.r.gas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Ke{a dan Pengembangan 

, 
Perluasan

Kesempatan Kerja; 
+

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{2)

(3)
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(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan
Kesempatan Kerja membawahkan:
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Paragraf 1

Seksi Penempatan Tenaga Ke{a
Pasal 16

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Sbksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan Penempatan Tenaga Ke{a.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Penernpatan Tenaga Kerja berfungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga

kerja;
c. pelaksanaan pemasaran calon tenaga kerja ke dunia industri dan

pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga
kerja;

d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
kepada pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara;

e. pelaksanaan rekru.itmen penempatan tenaga kerja melalui
mekanisme antar keria antar lokal, antar kerja antar daerah;

f. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar ke{a dan
pendaftaran pencari kerja dan lowongan ke{a;

g. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja,
bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga
kery'a;

h. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang
cacat, lanjut usia dan perempuan skala kabupaten;

i. penyusunan konsep penerbitan surat perintah pengantar kerja,
pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data
lowongan kerja;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja
asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten;

k. pelaksanaan pembina.an penerapan analisis jabatan instansi
pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga
lainnya, serta pembinaan bursa kerja swasta;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja; dan

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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seksi perlindun"#[ffii Kerja Luar Negeri

Pasal 17

(1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan per:lindungan tenaga keda luar negeri.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerj4 Luar Negeri berfungsi:
a. penyusunan rencara kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja

Luar Negeri;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan
tenaga kerja luar negeri;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan perjanjian ke{a sama
bilateral dan rnultilateral penempatan tenaga keg'a luar negeri
yang pelaksanaannya di Kabupaten;

d. penyebarluasan sistem informasi penempatan tenaga kerja luar
negeri dan pengawasan penyetoran dana perlindungan tenaga
kerja luar negeri di Kabupaten;

e. penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja luar negeri
di Kabupaten;

f. pengawasan pelaksanaan rekruitmen caion tenaga kerja luar
negeri di Kabupaten;

g. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi paspor tenaga kerja
luar negeri di Kabupaten;

h. penyusunan bahan penelitian dan pengesahan perjanjian
penempatan tenaga ke{a luar negeri;

i. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perijinan tempat
penampungan di Kabupaten;

j. penyusunan bahan pelayanan kepulangan tenaga kerja luar negeri
yarg berasal dari kabupaten;

k. penyusunan bahan sosia"lisasi terhadap substansi perjanjian kerja
penempatan tenaga kerja luar negeri skala Kabupaten;

1. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan
maupun perlindungan tenaga kerja luar negeri di Kabupaten;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas. bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan
Tenaga Kerja Luar Negeri; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 18

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.
Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan telanis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pengemban.gan dan perluasan kesempatan keda.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Seksi Pengernbangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
berfungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Perluasan

Kesempatan Keda;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan

perluasan kesempatan keda;
c. penJrusunan bah.an pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan

pengawasan pendayagunan tenaga kerja sukarela dan lembaga
sukarela;

d. penyusunan bahan pelaksanaan bahan pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja;

e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan system padat karya;
f. penghimpunan, pengolahan, analisa serta penyajian data kegiatan

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait bidang tugas

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesernpatan Kerja;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan
dan Perluasan Kesernpatan Keq'a; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Kelinna
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 19

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (L) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja.
Untuk menyelenggarakan tugas qebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Bidang Hubu.ngan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
berfungsi:
a. penyusunan program ke{a dan renca.na anggaran

Bidang Hubungan Indus'lrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

(3)

(1)

{2t

(3)
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b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja,
pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan ke4'a;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan
hubungan industrial dan pemutusafl hubungan keda;

d. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang persyaratan keda, kesejahteraan
pekerja, pernutusan hubungan industrial dan pemutusan
hubungan kerja;

e, pelaksanaan pelayanan umum di bidang persyaratan kerja,
kesejatrteraan pekeda, pemutusan hubungan industrial dan
pemlrtusan hubungan kerjat

f. penyelenggaraan kegiatan persyaratan kerja, kesejahteraall
pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan
hubungan kerja;

g. pelaksanaan pernbinaan teknis operasional di bidang persyaratan
kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan
pemutusan hubungan kerja;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keda;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Hubungan
Industrial dan Jarni.nan Sosial Tenaga Kerja;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
membawahkan:
a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
b. Seksi Pengupahan da:r Jaminan Sosial Tenaga Ke{a;
c. Seksi Persyaratan Ke{a.

Paragraf 1

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 20

(1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Birtrang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

Kepala Seksi Penyeiesaian Perselisihan Hubungan Industrial
berfungsi:
a. penyusunan rencana kegiafan Seksi Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;
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c. penyusunan kerangka acuan sebagai pedoman hubungan
industrial dan penyelesaian perselisihan industrial;

d. petraksanaalr pemberkasan dan pemanggilan untuk penyelesaian
perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan perundingan para pihak untuk
mencapai kesepakatan guna penyelesaian perselisihan pemutusan
hubungan kerja tingkat ringan, sedang dan berat;

f. penyusunan rencana penyuluhan, pencegahan, pemogokan,
penutupan perusahaan dan penyelesaian perselisihan industrial;

g. penghimpunan, pengolahan, analisa serta penyqjian data kegiatan
peny.elesaian perselisihan hubungan industrial;

h. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Keg'a

Pasal 2 1

(1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

(2) Kepata Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengupahan dan jaminan sosial
tenaga ke{a.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berfungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengupahan dan

jaminan sosiatr tenaga kerja;
c. penyusunan naskah atau bentuk lain penyebarluasan informasi

pengupahan dan syarat-syarat keq'a serta jaminan sosial tenaga
keda;

d. penyusunan profil pengupahan menurut tingkat jabatan dan
sektor lapangan usaha, dan profil struktur upah, rasio upah, skala
upah dan jabatan rnenurut sektor di perusahaan;

e. penyiapan dan pelaksanaan rapat dengan Dewan Pengupahan
Kabupaten maupun dengan Lembaga Kerjasama Tripartit;

f. pelaksanaan pernbahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
dengan melihatkan unsur-umsur Pemenntah, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja/Suruh (SP/SB);

g. pelaksanaan penyuluhan tentang kepesertaan jaminan sosisal
tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja;
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h. pelaksanaan pelayanan parklaring dalam hal pengajuan klaim
kepesertaan jaminan hari tua;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait bidang tugas
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengupahan
dan Jaminan Sosiatr Tenaga Kerja;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
K"e1 Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Persyaratan Kerja

Pasal22
(1) Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, prograrn dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang persyaratan ke{a.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Persyaratan Kerja berfungsi:
a. penyusunan rencaJra kegiatan Seksi Persyaratan Ke{a;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis persyaratan keda;
c. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja

bersama, peraturan perusahaan, pencatatan perjanjian kerja
waktu tertentu, perjanJ'ian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian
kerja antar perusahaan penyediaan jasa pekerja dengan
perusahaan pengguna;

d. penyusunan profil perusahaan yang wajib memiliki peraturan
perusahaan, profil perusahaan yang potensial terbentuk perjanjian
kerja bersama antara pengusaha dan pekeda, dan profil fasilitas
kesejahteraan, koperasi pekerja dan perusahaan;

e. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan peraturan perusahaan,
pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian keg'a waktu
tidak tertentu, dan perhitungan pesangon, jasa dan atau ganti rugi
lainnya;

f. pelaksanaan pelay€Lnan pendaftaran organisasi pekerja dan atau
organisasi pengusaha;

g. penyusunan naskah atau bentuk lain penyebarluasan informasi
organisasi pekerja dan organi.sasi'pengusaha;

h. penyusunan rencana, penyuluhan dan pemantauan pembentukan
lembaga kerj asama Bipartit;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di ,lingkungan
Seksi Persyaratan Kerjai u

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Persyaratan
Kerja; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keenam
UPTD

Pasal 23

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penuqjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata
kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

. Pasa.l 24

(1) Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagr dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jahatan tenaga fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturarl perundang-undangan.

BAB V
1'ATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wqiib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinlconisasi baik dalam tingkup Dinas
maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua
unsur di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
keiada Sekretaris, <lan Kepala Seksi bertanggUng jawab kepada
Kepala Bidangnya masing-masing.
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala

Seksi di lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing dap apabila terjadi penyimpang€m agar
mengambii langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(s)

(6)

(1)

(2t

(3)

2A

Kepala, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan Kepala
seksi- di lingkungan Dinas bertanggungiawab - memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
Kepara, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan Kepala
seksi di lingkungan Dinas wqjib mengikuti dan mematuhi petunjuk
sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkann]ra daiam
program dan kegiatan operasional sesuai tuga.s dan fungsi serta
bertanggungiawab kepada atasannya masing-masing dan
menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun
sewaktu-waktu.
setiap laporan yang diterima oleh Kepala, sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala subbagian, dan Kepala seksl di lingkungan Dinas dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pelaporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau
arahan kepada bawahan.
Kepala Dinas rnenyarnpaikan laporan kepada Bupati melarui
Sekretaris Daerah.
Dalam menyampaikan tr"aporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 26

Sekretaris mewakili Kepala dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala berhala,ngan melaksanakan tugasnya.
Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala yang
dirnaksud pada ayat (1) Kepala dapat rnenunjuk salah satu Kepala
Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala sesuai dengan kewenangan
yang dilimpahkan.
Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur serta sumber penrbiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang*undangan.

BAB VTI

KEPEGAWAIAN
Pasal 28

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku
jabatan lainnya da-l.am lingkungan Dinas dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarr.

t8i

(e)
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(2) Kepala Dinas bertanggungiawab dalam hal perencanaan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian.

(3) Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat t2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 11 Tahun 2AOg tentang T1rgas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi "di Lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2oog Nomor 11), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 201,6

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal L6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

CHAERUL AN\MAR
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